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PRINSIP-PRINSIP
DAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM

Oleh: Yudesman

Agaknya, semua ahli hukum Islam akan setuju tentang pentingnya pengetahuan
tentang nilai-nilai yang fundamental dan komprehensif dalam hukum Islam untuk sampai
kepada pemahaman yang baik tentang hukum Islam itu sendiri. Memang dalam
mengartikulasikannya, para ahli tidak menggunakan istilah yang berbeda-beda. Misalnya,
dalam wacana ushul figh, disebutkan bahwa salah satu syarat mujtahid adalah memahami
dengan baik tentang al-magdashid syar‘iyyah. Kemudian, di lain tempat diwacanakan
tentang ushil al-ahkam, qawa‘id al-ahkam, dan aneka istilah lainnya. Intinya, semua
istilah tersebut ingin mendeskripsikan nilai-nilai abstrak yang mendasar atau hal-hal yang
prinsipil dalam hukum Islam.

A. Pendahuluan

Filsafat, lazimnya, memberikan jawaban-jawaban fundamental tentang obyek yang
digarapnya. Demikian juga halnya pada saat hukum dijadikan sebagai obyeknya. Apabila
kita sepakat dengan hukum sebagai bagian dari gejala dalam kehidupan manusia, manakala
dikaji secara filosofis, akan berisikan informasi-informasi fundamental tentang hukum,
seperti makna hakiki hukum, prinsip-prinsip hukum, dan tujuan-tujuan hukum. Hal ini
sejalan dengan kesimpulan ash Shiddieqy ketika menguraikan terminologi filsafat/falsafah
hukum Islam. Ringkasnya, demikian tokoh ini menjelaskan, sendi-sendi hukum, prinsip-
prinsip hukum, pokok-pokok hukum (sumber-sumber hukum), kaidah-kaidah hukum yang
di atasnya dibina undang-undang Islam. ltulah yang kami maksudkan dengan falsafah
hukum Islam?

Apabila digunakan kategorisasi filsafat hukum Islam yang lazim dibagi ke dalam
dua bentuk, yakni filsafat tasyri‘ dan filsafat syariat, fokus tulisan ini menyangkut kategori
pertama, filsafat tasyri‘. Fokus kajian filosofis hukum Islam dari kategori ini adalah hal-hal
mendasar, pokok, dan fundamental yang—meminjam istilah ash Shiddieqy—
memancarkan atau menguatkan dan memelihara hukum Islam. Termasuk di dalam
kelompok ini aspek da‘a’im al-ahkam (sendi-sendi hukum Islam), mabadi’ al-ahkam
(prinsip-prinsip hukum Islam), ushiil al-ahkam (mashadi al-ahkam) (pokok-pokok/sumber-
sumber hukum Islam, magqashid al-ahkam (tujuan-tujuan hukum lIslam, dan gawa ‘id al-

1T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 37
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ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam).? Paragraf-paragraf berikut ini akan membawa para
pembaca untuk mengenal lebih dekat dua bidang pokok dari yang lima di atas, yakni
tentang aspek prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebelum melangkah jauh untuk memperbincangkan judul di atas, perlu

dikemukakan bahwa belum ada rumusan yang pasti tentang istilah prinsip-prinsip hukum
Islam ini. Istilah yang agaknya dekat dengan kata “prinsip” ini adalah asas (bentuk
jamaknya usus) dan mabda’ (bentuk jamaknya mabadi’)®. Dalam wacana filsafat hukum,
Theo Hujbers, ketika mengulas topik prinsip-prinsip hukum, menyatakan:
Azas-azas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Azas-
azas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak
berfikir tentang hukum. Azas-azas ini merupakan titik tolak juga bagi pembentukan
undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (Azas hukum berbeda dengan asal
atau sumber hukum.*

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan pengertian-pengertian
atau nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri dan menjadi pijakan dalam
rumusan-rumusan hukum. Maka, prinsip tidak memberatkan, menyedikitkan beban,
ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan
keadilan yang merata yang akan dikupas nantinya merupakan nilai-nilai yang menjadi titik
tolak totalitas hukum Islam tersebut. Hal ini sejalan dengan istilah prinsip-prinsip yang
digunakan oleh Fathurrahman Djamil dalam bukunya Filsafat Hukum Islam. Lain halnya,
dengan Hasbi ash-shiddieqy yang menyebut nilai-nilai di atas sebagai asas-asas, bukan
prinsip-prinsip.> Penulis lain, ada juga yang menyebut nilai-nilai di atas sebagai bagian
karakteristik dan keistimewaan syariat Islam.®

Dalam paragraf-paragraf berikut ini akan dicoba untuk menguraikan lima prinsip
hukum Islam di atas yang menjadi dasar atau fundamen bangunan hukum Islam baik yang

2Yang termasuk dalam lingkup bahasan filsafat syari‘at adalah asrar al-ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam),
khasha’ish al-ahkam (Karakteristik-karakteristik hukum Islam), mahdsin al-ahkam/ mazaya al-ahkam
(keistimewaan-keistimewaan hukum lIslam), dan thawabi‘ al-ahkam (watak-watak hukum Islam). Lihat Ibid.,
h. 38; Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam,(Jakarta: Logos Wacana IImu, 1997), h. 16.

3T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, nampaknya, membedakan antara asas dengan mabda’. Salah satu pembahasan
dalam bukunya Falsafah Hukum Islam, berjudul Asas-Asas Pembinaan Hukum Islam dan Mabda’-Mabda’nya
(Usus Tasyri” al-Ahkam wa Mabadi’uh). Beliau memaknai asas-asas (dasar-dasar) pembinaan hukum sebagai
tiang-tiang pokok pembinaan hukum (da ‘@’im al-tasyrt‘), sedangkan mabadi’ al-ahkam dimaksudkan sebagai
titik tolak hukum Islam. Untuk yang terakhir inilah beliau menggunakan kata-kata “prinsip”. Lihat
selengkapnya dalam Ibid., h. 73-103

“Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), h. 79

SLihat T.M. Hashi ash-Shiddeqy, Op.Cit. h. 73-83

®Lihat misalnya Sya‘ban Muhammad Ismail, al-Tasyri‘ al-Islamiy: Mashadiruh wa Athwaruh, (Kairo:
Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1985), h. 27-57
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telah diformulasikan maupun terhadap kasus-kasus baru yang akan muncul dalam
kehidupan manusia yang akan dideduksikan (di-istinbath-kan).

1. Tidak Menyulitkan/Memberatkan (‘adam al-haraj)

Al-Haraj berarti al-dhaiqg/ al-dhig yang berarti kesempitan, kesusahan, kesedihan,
kesukaran, atau kesulitan.Prinsip ‘adam al-haraj dalam hukum Islam bermakna bahwa di
dalam hukum Islam tidak ada dan tidak boleh ada tugas/tanggung jawab yang melebihi
kemampuan atau terlalu berat untuk dipikul oleh manusia. Dengan perkataan lain, segala
taklif 1slam, demikian kata T.M. Hasbi ash-shiddieqy, berada dalam batas-batas
kemampuan mukallaf.’Cukup banyak teks Alqur’an dan Hadis yang menjelaskan tentang
prinsip ini, di antaranya:

a. QS. Al-Bagarah/02: 286
i V) Ul Ay a3

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

b. QS. Al-Bagarah/02: 185
e ) 3 3 Y St 6 AT A
“..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu...”

c. QS. Al-Nisa’/04: 128 )
s Gdy) gl ke Cad) 4 Al 3y )
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat
lemah.

d. QS. Al-Ma’dah/05: 06

L EA Ge ki Gadt Al A,
“..Allah tidak hendak menyulitkan kamu...” /
e. QS. Al-Hajj/22: 78

B G Ol B Sl Jan s
...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...
f. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Dailamiy

Aaand) Apiially ey g

“Sesungguhnya aku diutus dengan (agama) yang mudah lagi gampang *

"Op.Cit. h. 73
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g. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muttafaq ‘alaih
19 AL Y g )5y g ¢ ) g pmun W g | gy
“Mudahkanlah olehmu dan jangan menyulitkan. Gembirakanlah olehmu dan jangan
membuat orang lari”

h. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Baihaqi
o Cpdl) (138) @)
“Sesungguhnya agama itu mudah...”

i. Hadis Rasul yang diiwayatkan oleh Abu Ya‘la
) 0% e L el RN Y (pal G e
“Tidaklah disuruh untuk memilih di antara dua urusan, melainkan Nabi memilih yang
lebih mudah di antara keduanya sepanjang bukan merupakan dosa...”

Hukum Islam itu mudah atau tidak menyulitkan/ memberatkan tentunya bukan
berarti tidak memiliki kesulitan sama sekali. Sebab, bagaimanapun taklif pasti bermuatan
kesulitan sebagaimana pengertian dari taklif itu sendiri, yaitu 4l ada L a3
(mengharuskan sesuatu yang mengandung kesukaran/kesulitan).®

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, yang ditiadakan adalah kesulitan
yang melebihi kesanggupan manusia atau yang terlalu berat oleh manusia. Oleh karena itu,
dalam hal yang terakhir ini, di dalam syariat ada konsep yang disebut rukhshah
(keringanan/dispensasi) dan dharirah (keterpaksaan). Contoh dari rukhshah adalah
kebolehan berbuka atau tidak berpuasa bagi orang yang sakit® dan dalam perjalanan.
Demikian juga halnya dengan kebolehan meng-gashar shalat bagi musafir.’® Adapun
contoh dhariarah adalah kebolehan mengkonsumsi makanan yang haram dalam kondisi
terpaksa.!

Salah satu kaidah pokok dalam fikih pun, sesungguhnya, merupakan perwujudan
prinsip tidak menyulitkan/ memberatkan ini, yakni kaidah fikih yang rumusannya sebagai
berikut.

oeail) alas Aakall

“Kesulitan itu membawa kemudahan”

Sejumlah kaidah pun telah dirumuskan yang diturunkan dari kaidah pokok ini,
seperti kaidah tentang dharirah yang telah cukup populer, yaitu

il ghaall e &l y g puall
“Keadaan terpaksa menjadikan hal-%al yang dilarang menjadi boleh”

8Ibid. h. 74

°QS. Al-Bagarah/02: 185

10QS. Al-Nisa’/04:101

1QS. Al-Bagarah/02: 173
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Keringanan hukum yang diberikan oleh syariat adakalanya dalam bentuk
menggugurkan kewajiban, adakalanya dengan mengurangi beban, dan adakalanya dengan
menangguhkan pelaksanaannya ke waktu lain. Contoh yang pertama, dengan
menggugurkan kewajiban adalah gugurnya hukum shalat bagi wanita yang sedang haidh
dan nifas. Pengurangan beban dapat kita lihat pada kasus gashar shalat dan kebolehan
mengkonsumsi makanan/ minuman yang haram dalam kondisi terpaksa. Adapun yang
terakhir, berupa penangguhan pelaksanaan kewajiban ke waktu yang lain seperti puasa
bagi orang yang tengah melakukan perjalanan (musafir).*?

Kalau diselami lebih jauh, prinsip ini, sebenarnya, merupakan kelanjutan dari
tujuan umum pensyariatan hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia jangka
pendek dan jangka panjang (tahqiq mashalih al-nas ‘ajilan wa ajilan).*®

2. Menyedikitkan Beban (taqlil al-takalif)

Sebagai konsekuensi logis prinsip yang pertama, tidak menyulitkan atau tidak
memberatkan, tentunya beban-beban hukum yang mesti dipikul oleh manusia juga tidak
banyak. Sebab, beban hukum yang banyak menjadikan manusia berada dalam kesulitan.
Hal ini didukung oleh kenyataan kuantitas ayat-ayat dengan tema hukum di dalam
Alqur’an. Ibnu Qayyim, misalnya, mencatat bahwa jumlah ayat-ayat hukum di dalam
Alqur’an hanyalah 150 ayat. Ada lagi yang mengatakan jumlahnya 500 ayat dan yang
paling banyak, seperti yang dihitung oleh Ibn ‘Arabi, berjumlah 864 ayat. Jumlah ini pun
relatif sedikit dibandingkan dengan totalitas ayat-ayat Alqur’an yang 6000-an lebih.*
Singkatnya, fakta ini cukup untuk mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa beban
hukum yang dibebankan Allah kepada manusia adalah sedikit. Agaknya, karena prinsip
ini pulalah Alqur’an memberi petunjuk kepada para sahabat khususnya ketika Alqur’an
diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana yang tergambar dalam firman Allah berikut ini.

a0 3 G O30 G gie 100G (5 A85E A1 X () il e sl 1T Gl T
A5 5t Al g gl AT e
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal
yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di
waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan

20p.Cit. h.75

18Lihat Abdul Wahab Khalaf, ‘IImu Ushil al-Figh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 207

14Sya‘ban Muhammad Ismail, Op.Cit. h. 46. Menurut Sya‘ban Muhammad Ismail, perbedaan pendapat
menyangkut penghitungan jumlah ayat-ayat hukum ini disebabkan oleh perbedaan pola seorang mujtahid
dalam metode ijtihadnya. Ada mujtahid yang juga meng-istinbathkan hukum dari ayat-ayat yang
bersubstansikan kisah, pengajaran, dan ayat-ayat yang bertemakan surga, neraka, dan hari akhir. Menurutnya,
apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim itulah yang benar, yakni tidak lebih dari 150 ayat-ayat Alquran yang
bertemakan hukum. Ibid.
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(kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-
Ma’idah/05: 101)

Ayat ini memberi petunjuk agar para sahabat tidak banyak bertanya pada saat
wahyu turun tentang masalah-masalah yang belum diterangkan hukumnya. Maksudnya,
apabila masalah-masalah tersebut kelak terjadi, dapat diketahui hukumnya melalui kaidah-
kaidah umum sesuai dengan perkembangan masyarakat.'®

Prinsip ini juga yang agaknya ingin disampaikan oleh Rasul dalam sabdanya yang
berasal dari Abu Tsa‘labah berikut ini.

OF Sy ¢ L gSgali M pludi apa g olh gl M Jagan aa gcld grdall M (il b et Al
Mo s M a8 oSl daa s sladil

Sesungguhnya Allah telah meletakkan sejumlah kefardhuan; maka, janganlah kamu
menyia-nyiakannya. Dia juga telah membuatkan sejumlah batasan; maka, janganlah kamu
melanggarnya. Dia pun telah mengharamkan beberapa perkara; maka, janganlah kamu
merusaknya. Dia (Allah) berdiam diri sejumlah perkara karena rahmat-Nya kepadamu,
bukan karena lupa; maka, janganlah kamu mencari-cari (hukum)-nya. (HR. Darul
Quthniy)

Rasul pun pernah mengingatkan hal yang senada dalam sabdanya yang berasal dari
Sa‘ad bin Abi Wagqash berikut ini.

Adllsa Jal (1 pgale pad o g al (i 08 Sl e e alenall pis )

Orang Islam yang paling besar dosanya adalah orang yang menanyakan sesuatu
yang tidak diharamkan, lalu hal itu diharamkan atas mereka lantaran pertanyaannya
tersebut. (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum Islam, baik dalam lapangan ibadah
maupun muamalah tidak membebani umat dengan perintah dan larangan yang banyak.
Allah, pencipta manusia yang mengetahui persis tabiat ciptaan-Nya, mengambil jalan
pertengahan (moderat).Beban yang diberikan tidak banyak; bahkan, yang sering ditemuai
adalah perintah dan larangan yang berulan-ulang dalam kasus yang sama, seperti perintah
shalat dan zakat, larangan berzina dan memakan harta anak yatim. Hal ini tentunya tidak
berarti banyaknya perintah dan larangan, tetapi lebih kepada penekanan akan pentingnya
perintah-perintah tersebut dan demikian juga larangan-larangan yang diulang-ulang itu.
Sebagaimana halnya prinsip yang pertama, prinsip ini pun merupakan keniscayaan dari
tujuan umum syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia jangka pendek dan
jangka panjang (tahqiq mashalih al-nas ‘Gjilan w ajilan).

15T.M. Hashi ash-Shiddeqy, Op.Cit., h. 76
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3. Bertahap dalam Menetapkan Hukum (al-tadarruj fi al-tasyri®)

Orang mengamati dengan cermat proses pembinaan hukum Islam akan
menemukan bahwa pada galibnya, penetapan hukum Islam pada masa awalnya melalui
tahapan-tahapan (berangsur-angsur), seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, haji,
pengharaman riba, dan khamar. Pola berangsur-angsur dalam menetapkan hukum ini
tentunya sangat sejalan dengan tabiat manusia secara pribadi maupun masyarakat, terutama
menyangkut perkara-perkara yang telah “berurat dan berakar” atau mentradisi dalam
masyarakat. Agama Islam datang ke tengah-tengah komunitas yang sekian lama larut
dengan tradisi-tradisinya sehingga menyangkut ketetapan hukum yang bersifat Kritik
terhadap praktek yang ada, membutuhkan tahapan-tahapan untuk sampai pada hukum yang
final. Semangat inilah yang terasa ketika, misalnya, kita mendapatkan tahapan-tahapan
dalam pengharaman riba dan minuman khamar.

Dalam kasus hukum shalat, misalnya, sebelum difardhukannya shalat sebagaimana
yang dikenal sekarang, Rasul dan para sahabat telah melaksanakan shalat. Kata-kata shalat
itu pun telah muncul di dalam surat-surat yang turun pada masa-masa awal turunnya
wahyu, seperti di dalam QS. al-‘alag, pada ayat 9-10 dan QS. al-Qiyamah, ayat 31-32.
Begitu juga halnya, di dalam sirah Rasul dan para sahabatnya sebelum tahun kesepuluh
hijriah, tahun diwajibkannya shalat yang lima waktu, juga akan ditemukan informasi
tentang shalat Rasul dan para sahabatnya, kendati sejarah alpa menjelaskan tata cara shalat
tersebut.

Telah diketahui juga bahwa, kewajiban shalat, pada mulanya adalah dua-dua
rakaat selain maghrib yang sejak awal dilaksanakan tiga raka‘at. Kemudian, baru ditambah
dalam kondisi mugim (tidak musafir) menjadi empat rakaat untuk shalat zohor, ashar, dan
Isya.l® Demikian juga halnya, pada masa awal, orang yang sedang shalat tidak dilarang
berbicara dan melakukan aktifitas lain di tengah-tengah shalatnya dan baru kemudian
menyempurnakan kembali shalatnya. Setelah sekian lama, barulah kemudian semua itu
dilarang dengan turunnya QS. Al-Bagarah/02: 238 sebagai teguran sekaligus melarang
perbuatan tersebut. )

ol Al ) 5 gy (a1 350l il gl | shila
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah
(dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Hal ini diperkuat oleh informasi Zaid bin Argam dalam hadis sahih, Muttafaq
‘alaih berikut ini
BSUally cigliall Lo 1h8a) A eda &S AR dsala B SLAT LAAT ARG SUal b Al

Rl Uald (Gl Al ) g by a3

16S}ia‘ban Muhammad Ismail, Op.Cit. h. 51
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Kami berbicara dalam shalat, salah seorang di antara kami berbicara kepada saudaranya
tentang hajatnya. (Demikianlah) sampai turunnya ayat ini QS. Al-Bagarah/02: 238. Maka,
(sejak itu) kami diperintahkan untuk diam.

Kewajiban zakat pun ternyata juga demikian. Para ulama sepakat mengatakan
bahwa kewajiban zakat itu di Medinah. Namun, di dalam sejumlah ayat-ayat makkiyah
ditemukan juga pembicaraan tentang zakat, seperti di dalam QS. Al-Ma‘arij: 24-25, QS.
Al-Dzariyat: 19, QS. Al-Mukminun: 4. Pada periode Madinahlah ketentuan zakat
disempurnakan dengan menetapkan aturan nishab dan orang-orang yang berhak
menerimanya (ashnaf) (QS. Al-Taubah/09: 60).

Untuk kasus pengharaman minuman khamar yang merupakan salah satu tradisi
kuat masyarakat jahiliyah, pada periode Mekah, firman Allah yang menyinggung
persoalan itu hanyalah sebatas informasi biasa sebagaimana yang terlihat di dalam QS. Al-
Nahl/16: 67 )

Cusfig o 581 209 A3 b & a8 3 1380 A (53850 N5 JAT I e
Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki
yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran
Allah) bagi orang yang memikirkan.

Selanjutnya, pada periode Madinah tahapan-tahapan pengharaman riba
berlangsung sampai tiga tahap. Pertama, Alqur’an menjelaskan bahwa khamar itu lebih
besar mudharatnya ketimbang manfaatnya. Hal ini dijelaskan Allah dalam QS. Al-
Bagarah/02: 219 )

G 130 0 g Lngall e 580 L) 5 (ol iy DS ) Laged (8 peily ol g il
9085 a8l gy 440 A0 (i) K gl

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah: " yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu supaya kamu berfikir.
Kedua, pengharaman minuman khamar dalam sebagaian waktu. Hal ini tertuang di dalam
QS. Al-Nisa’/04: 43.
ool 8 e ) galiS (A8 G i il B3l 15100 Y 15l Gl T

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan
mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...
Ketiga, Pengaharaman khamar secara tegas dalam semua keadaan dan pada semua
ukurannya. Allah menegaskan itu di dalam firman-Nya QS. Al-Ma’idah/05: 90
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Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

4. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Prinsip memperhatikan kemaslahatan manusia juga merupakan pijakan nilai yang
menjiwai penetapan hukum Islam. Ayat-ayat Alqur’an yang menyangkut penetapan
hukum, demikian Anwar Harjono seperti dikutip oleh Fathurrahman Djamil, tidak pernah
meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan.*’

T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil,
menyebutkan bahwa dalam penetapan hukum, senantiasa didasarkan pada tiga sendi
pokok:

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.

2. Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum
dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya.

3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat®

Dasar pemikiran ini jugalah, agaknya, yang melandasi adanya nasakh pada
sebagian kasus hukum. Misalnya, beralihnya kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke
Masjidil Haram setelah lebih kurang satu setengah tahun Rasul bersama kaum muslimin
saat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis sebagai kiblat shalat (QS. Al-Bagarah/02: 144).

Nasakh itu, demikian Muhammad Musthafa Salabi sebagaimana dikutip oleh T.M.
Hasbie ash-Shiddieqy, adakalanya dari yang ringan kepada yang berat dan adakalanya
sebaliknya. Namun, dalam segala keadaan itu diperhatikan kemaslahatan dalam
masyarakat. Nasakh itu, walaupun telah berakhir dengan berakhirnya wahyu, syara’ selalu
men-ta ‘lil-kan hukum untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum itu mengikuti ‘/lat-nya,
berubah dengan berubahnya ‘illat. Demikian kebiasaannya, terutama dalam bidang
muamalah. Lebih jauh, dijelaskan bahwa memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam
urusan muamalat adalah suatu dasar asasi dalam pembinaan hukum. Pembina hukum
(Syari’) menerangkan illat hukum yang disyariatkannya agar hukum-hukum itu berkisar
sekitar illatnya dan untuk mengingatkan kita kepada keharusan memelihara kemaslahatan,
tidak membeku pada nash yang terkadang nash-nash itu mengenai orang-orang tertentu,
golongan tertentu, atau daerah tertentu.®

Pada masa sahabat, bagaimana hukum dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, dapat
disaksikan dalam kasus penetapan Umar bin Khaththab bahwa talak tiga sekaligus
dipandang tiga. Hal ini berbeda dengan masa Rasul yang menganggap talak tiga sekaligus

Y7Fathurrahman Djamil, Op.Cit., h. 71

81bid. h. 71-72

19T.M. Hashi ash-Shiddeqy, Op.Cit., h. 79
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itu hanya satu talak. Belakangan ini, ketetapan pada masa Rasul ini kembali diperlakukan
karena menimbang sisi kemaslahatan manusianya.

5. Mewujudkan Keadilan yang Merata

Prinsip keadilan merupakan salah satu ajaran terpenting dalam syariat Islam;
bahkan, keadilan Islam merupakan keadilan yang paling tinggi dibandingkan dengan
sistem keadilan yang lain, baik Yunani, Romawi, maupun hukum manusia lainnya. Dengan
keadilan itulah ketentraman tercipta, keamanan terwujud, harmonis dan kuatnya hubungan
antar sesama, besarnya kepercayaan rakyat kepada penguasa, tumbuhnya ekonomi,
bertambahnya kemakmuran, jauh dari kekacauan, semua orang akan maksimal melakukan
aktifitas dan produktifitasnya.?

Keadilan di dalam Islam adalah keadilan yang tidak membedakan manusia satu
sama lain di depan hukum. Tidak boleh ada unsur subyektif dalam definisi keadilan. Apa
yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap berfikir yang reflektif dan pendekatan yang
obyektif terhadap masalah yang dihadapi.?* Penguasa sekalipun tidak dapat mengelak dari
tanggung jawab hukum apabila melakukan kejahatan. Demikian juga halnya dengan orang
berharta, berpangkat, dan status-status lainnya. Di antara ayat-ayat Alqur’an yang
menegaskan pr|n3|p ini adalah firman Allah dalam QS. Al-Nisa’/04: 135

G &% &) u-uﬁ‘ib A3 o Al e 51 Al p13gs Ll u-ubﬂ 15558 15l il Ll
quum\uu\wﬁj"JJLU‘J‘}SM—\U‘@}@J‘\ )\aupuumu\ﬂy
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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan
kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang
dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,
Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
HaI senada dapat terbaca dalam firman Allah QS. Al-Ma’idah/05: 08
gl slai v e p 38 (L eS.u)u Y3 Ll ;\ng..amum,z \3..35 skl Cpad) Gl G
Jlu.lLuJ.\.\at‘Jl\u\“ﬂ\ \3&4\353&\”‘_\}\
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-
kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.

20_jhat, Sayid Sabig, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) Jilid I1l, h. 312; Muhammad Muslehuddin,
Filsafat Hukum Islam da Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sisitem Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1991), h. 81

#'Muhammad Muslehuddin, Op.Cit. h. 80
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Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Keadilan dalam syariat Islam, sebagaimana di muka, adalah keadilan yang merata
yang tidak membedakan orang kecuali karena kebenaran dan kesalahannya.

Dalam pidato kenegaraan pertamanya, Abu Bakar memproklamirkan
komitmennya untuk menegakkan keadilan yang tercermin dalam ucapannya berikut ini:
Orang yang lemah dalam pandanganmu, menjadi kuat di sisiku hingga aku kembalikan
kepadanya haknya, insya Allah. Orang yang kuat pada pandangan kamu, menjadi lemah
di sisiku. Aku akan mengambil darinya hak orang lain.

C. Kaidah-Kaidah Hukum Islam
1. Pengertian Kaidah-Kaidah Hukum Islam (al-Qawa ‘id al-Fighiyyah)

Yang dimaksud dengan bahasan kaidah-kaidah hukum Islam dalam kajian filsafat
hukum Islam ini adalah kaidah-kaidah fighiyyah. Qawa‘id al-Ahkam, demikian T.M.
Hasbie ash-Shiddieqy, dapat bermakna pertama, kaidah-kaidah istinbath yaitu amr, nahy,
‘am, khash, muthlaq, mugayyad, mujmal, dan mufashshal dan segala kaidah yang
berpautan dengan bahasa yang dipetik dari kaidah-kaidah bahasa Arab, usliib-usliib dan
tarkib-tarkib-nya. Kedua, kaidah-kaidah fighiyyah, yaitu kaidah-kaidah kulliyyah yang
digali dari nash-nash Alqur’an, nash-nash hadis dan dari rith al-syari‘ah (jiwa syariat).??
Adapun yang dimaksudkan dengan kaidah hukum Islam yang tengah kita bicarakan ini
adalah kategori yang kedua, yakni kaidah fighiyyah.

Secara etimologis, kaidah berasal dari bahasa Arab ga ‘idah yang berarti asas yang
berarti asas, dasar, atau fondasi baik dalam pengertian kongkrit maupun abstrak. Bentuk
jamaknya adalah gawa‘id. Usis al-syai’ berarti ushiiluh ‘dasar-dasarnya’ baik yang
bersifat kongkrit seperti tertuang dalam ungkapan gawda ‘id al-bait ‘dasar-dasar rumah’,
maupun yang bersifat abstrak seperti dalam ungkapan gawa ‘id al-din ‘tiang-tiang agama’,
gawa ‘id al- ‘ilm dasar-dasar ilmu.?

Secara terminologis, al-Jurjaniy, sebagaimana dikutip oleh al-Nadwi merumuskan
kaidah itu sebagai berikut:

22T M. Hasbi ash-Shiddeqy, Op.Cit., h. 40-41

ZAli Ahmad al-Nadwiy, Al-Qawa ‘id al-Fighiyyah, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1994), h. 39; Lihat juga A.
Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis,
(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h. 2. Untuk makna yang kongkrit, misalnya, firman Allah
dalam QS. Al-Bagarah: 127 yang berbunyi:

= £ - 2
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Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa):

"Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar
lagi Maha Mengetahui".
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Kaidah adalah pernyataan menyeluruh yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.

Inilah rumusan yang umumnya dianut oleh sejumlah penulis lainnya yang
memiliki substansi sesuatu yang kulliy (menyeluruh) yang mencakup semua bagiannya.
Pengertian kaidah seperti ini, sebenarnya, juga terdapat dalam disiplin ilmu yang lain,
seperti ilmu nahw/grammer bahasa Arab dan ilmu ushul figh. Al-Fa‘il itu marfi’, al-
maf il manshiib, dan al-mudhaf ilaih majrior merupakan contoh kaidah dalam ilmu nahw.
Al-amr li al-wujub dan al-nahy li al-tahrim merupakan contoh kaidah dalam ilmu ushul
figh.

Maka, dalam lapangan hukum Islam atau fikih yang sering disebut dengan al-
gawa ‘id al-fighiyyah telah dirumuskan oleh banyak pakar dari beragam mazhab dengan
redaksi yang bervariasi yang lebih baik diambil hasil kesimpulan Ali Ahmad al-Nadwi
sebagai sintesis dari semua rumusan tersebut, yaitu

2elgia 043 o ol Lpe i piskds| A B 8 5 pa
Hukum syar‘iy dalam bentuk pernyataan dominan yang darinya diketahui hukum-hukum
yang berada di bawahnya.

Kaidah-kaidah figh ini lazim juga disebut dengan al-asybah wa al-nazha’ir. Istilah
ini, demikian T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, mungkin berasal dari perkataan Umar kepada
Abu Musa al-Asy*‘ari®®:

Ll g alll ) Ll ) decld i [ gaY) (g ol W yilaS [ ga¥) (e g oLl g £ LEY) i e
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Kenalilah segala sesuatu dengan yang serupa dengannya dan analogikanlah segala
persoalan kepada yang sejenisnya. Analogikanlah persoalan-persoalan yang ada padamu
dan tujulah kepada yang lebih disukai Allah dan lebih menyerupai kebenaran menurut
pendapatmu.

2. Manfaat dan Urgensi Kaidah-Kaidah Hukum Islam

Pengetahuan tentang kaidah-kaidah figh, akan memberi manfaat praktis, di
antaranya:

a. Dengan kaidah-kaidah figh kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum figh dan
akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai figh dan kemudian menjadi titik
temu dari masalah-masalah figh

b. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fighiyah akan lebih mudah menetapkan
hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi

c. Dengan kaidah-kaidah figh, orang akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi
dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda

21bid.h. 43
25T.M. Hashi ash-Shiddeqy, Op.Cit., h. 434
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d.

Meskipun kaidah-kaidah figh merupakan teori-teori figh yang diciptakan oleh
ulama, pada dasarnya, kaidah-kaidah yang sudah mapan, sebenarnya mengikuti
Algur’an dan Hadis, meskipun dengan cara yang tidak langsung

Berkaitan dengan kepentingan kaidah-kaidah figh ini, Ali Ahmad al-Nadwi

menyebutkan sejumlah poin berikut:

a.

b.

Kaidah-kaidah figh akan mempermudahkan penguasaan materi hukum Islam yang
memiliki cabang begitu banyak.

Mempelajari kaidah-kaidah figh akan membantu dalam menjaga dan menguasai
persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan yang pada gilirannya menjadi
sarana untuk menjelaskan hukum-hukum.

Mendidik orang yang berbakat figh dalam melakukan ilhag dan takhrij untuk
memahami permasalahan-permasalahnan baru.

. Mempermudah para analis hukum untuk memahami bagian-bagian hukum dan

mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta membatasinya dalam satu tema
dengan tetap memperhatikan pengecualian-pengecualiannya..

. Terikatnya hukum-hukum yang beraneka macam dalam satu ikatan menunjukkan

bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau
menegakkan maslahat yang lebih besar

Pengetahuan tentang kaidah-kaidah figh merupakan kemestian karena kaidah
mempermudah cara memahami furu’ yang bermacam-macam?®

Kaidah figh dikatakan penting dilihat dari dua sudut :

a.

Dari sudut sumber, kaidah merupakan media bagi peminat figh Islam untuk
memahami dan menguasai maqashid al-syari’ah, karena dengan mendalami
beberapa nash, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan

. Dari segi istinbath al-ahkam, kaidah figh mencakup beberapa persoalan yang sudah

dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah figh dapat dijadikan sebagai salah satu
alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau
kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan hal ini, Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Ushil al-Figh-nya,

demikian ash-Shiddieqy, berkata bahwa kaidah-kaidah ushuliyah ini sangat penting karena
banyak nash yang hanya menetapkan prinsip-prinsip umum dan aturan tasyri‘ yang kulli.
Dengan adanya kaidah-kaidah ushuliyah ini, hukum-hukum cabang, baik mengenai
perdata, pidana, ekonomi dan lain-lain, menjadi sempurna. Prinsip-prinsip umum dan
aturan-aturan kulliy tersebut memang dibuat sebagai petunjuk bagi mujtahid dalam
menetapkan hukum dan menjadi pelita untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan

%Ali Ahmad al-Nadwiy, Op.Cit. h. 327
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umat. Sebab, Alqur’an hanya menerangkan dasar-dasar yang menjadi sendi-sendi hukum.
Dengan demikian, tampaklah keluasan dan keluwesan hukum Islam tersebut.?’

3. Kaidah-Kaidah Asasiyah dan Ghair Asasiyah

Pada umumnya, pembahasan kaidah-kaidah figh (gawa’id al-fighiyyah)membuat

kategorisasi kaidah-kaidah fikih itu, di samping kategorisasi lainnya, ke dalam kaidah-
kaidah asasi (al-qawa’id al-asasiyyah)dan kaidah-kaidah tidak asasi (al-gawa id ghair al-
asasiyyah). Kaidah-kaidah asasi adalah kaidah yang disepakati oleh imam-imam
mazhabtanpa diperselisinkan keberadaannya. Kaidah-kaidah asasiada lima kaidah (panca
kaidah pokok) yang sangat masyhur di kalangan mazhab Syafi‘i khususnya dan di
kalangan mazhab-mazhab lainnya, yaitu :

1. Waaliey jga)

Segala macam tindakan tergantung pada tujuannya

2. JI5opall

Kemudaratan itu harus dihilangkan

3. daSaa dalall

Adat kebiasaan itu dapat menjadi hakim

4. dady J) 5 Y o

Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan

5. opeail) cula Aal)

Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan.

Di kalangan hanafiyah, ada tambahan satu kaidah lagi yaitu:

6. ALULY ISy

Tidak ada pahala tanpa niat

Kaidah-kaidah asasi ini mempunyai cabang-cabang yang variatif jumlahnya.

Menurut A. Djazuli, kaidah-kaidah cabang tersebut, dilihat dari cakupan bidang fikihnya
dapat dikategorikan pada kaidah-kaidah umum (al-gawa id al-fighiyyah al-‘@mmah) dan
kaidah-kaidah khusus (al-gawa ‘id al-fighiyyah al-khashshah).® Agaknya, tidak terlalu
relevan mengelaborasi semua materi kaidah-kaidah hukum Islam dalam konteks ini. Yang
pasti, kaidah-kaidah hukum Islam, sebagaimana prinsip-prinsip yang telah dibicarakan di
muka memberikan landasan nilai-nilai yang tentunya berpuncak pada magashid al-
syar ‘iyyah, al-mashlahah. Dengan kata lain, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum
Islam merupakan turunan nilai-nilai dari al-mashlahah yang merupakan tujuan utama
hukum Islam. Hal itu juga berarti bahwa pengetahuan tentang kedua hal ini merupakan
sarana untuk sampai pada pemahaman terhadap magqashid al-syar ‘iyyah.

27Lihat T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy, Op.Cit. h. 440-441

BA, Djazuli, Op.Cit., h. 91
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D. Ringkasan

Uraian di muka tentang prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam merupakan bagian
bahasan filsafat hukum Islam. Sesuai dengan kelaziman, filsafat yang berbicara dalam
wilayah-wilayah mendasar yang tidak terjangkau oleh ilmu, mengkaji aspek-aspek
mendasar dari hukum Islam, seperti prinsip-prinsip hukum Islam dan kaidah-kaidahnya.

Prinsip-prinsip hukum Islam artinya pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang
menjadi titik tolak berfikir dalam hukum Islam. Nilai-nilai tersebut adalah (1) Tidak
menyulitkan/ memberatkan, (2) Menyedikitkan beban, (3) Berangsur-angsur dalam
menetapkan hukum, (4) Memperhatikan kemaslahatan manusia, dan (5) Mewujudkan
keadilan yang merata. Hukum Islam yang telah terformulasi maupun yang akan
dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan niscaya memperhatikan prinsip-
prinsip tersebut.

Kaidah hukum Islam yang disebut juga al-gawa ‘id al-fighiyyah merupakan upaya
kreatif para fuqaha’ untuk menyederhanakan materi-materi hukum Islam yang demikian
banyak dalam bentuk pernyataan-pernyataan singkat yang memiliki cakupan luas (jawami ‘
al-kalim) yang juga sangat penting perannya dalam memprediksi hukum persoalan-
persoalan baru.

Kaidah-kaidah tersebut, secara umum, terbagi ke dalam kategori kaidah-kaidah
asasi yang paling banyak berjumlah enam kaidah. Kaidah-kaidah lainnya yang dipandang
sebagai cabang dari kaidah-kaidah asasi tesebut ada yang bersifat umum karena berlaku
untuk bidang fikih yang luas dan ada yang bersifat khusus karena terbatas pada bidang
tertentu saja.

Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum berisikan nilai-nilai fundamental hukum
Islam sebagai turunan magqashid al-syar ‘iyyah, yakni al-mashlahah.
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